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BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan
masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang sejahtera,
bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap
melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor
pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan
adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang
mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana
umum beserta kelengkapannya;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban
Umum;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4848);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4928);

14.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);



15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

17.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

19.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);



24 . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4624);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

32.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230);



34.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan,
Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993
Nomor 17, Seri D Nomor 10);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila di
Kabupaten Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1996
Nomor 12, Seri C Nomor 1);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 134);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

40.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4
Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 175);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176);

42.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);



43.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 192);

44.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 193);

45.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);

46.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 202);

47.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo.



10.

11.

12.

13.

14.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam
menegakkan Peraturan Daerah.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana
Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan
kegiatan secara tertib dan teratur.

Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan
dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat
melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan = memproduksi, menjual, mengiklankan
dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang
terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah
sejenis sampah rumah tangga.

Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka
sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan,
penataan dan  pengawasannya dilakukan oleh
pemerintah daerah.

Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau
perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang
diperuntukkan bagi pejalan kaki.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian
dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai
fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan
menggunakan material taman, material buatan dan
unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal
penyerapan air.

Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang
digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk
di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung
perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.

Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai
subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban
dalam Peraturan Daerah ini.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL
adalah pelaku wusaha yang melakukan usaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan
dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap.

Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan
dengan meminta-minta di muka umum dengan
berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas
kasihan dari orang lain.

Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat
serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal
yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab
mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar,
hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian,
pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha
yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton
serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang
disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun
tidak dipungut bayaran.

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau
buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di
dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya
pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu
kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup
cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu
pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan
turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal
dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku dalam masyarakat.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan
yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan
mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan
perundang-undangan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.
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BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
adalah meliputi:

. tertib tata ruang;
. tertib kesehatan;
. tertib kawasan tanpa rokok;
. tertib jalan dan fasilitas umum;
. tertib lingkungan tempat tinggal;
tertib sungai, saluran air dan sumber air;
. tertib penghuni bangunan;
. tertib sosial;
tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
tertib peran serta masyarakat.

bk ol e S B ¢ B o N @ N & gl

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;

b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat
guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan

c. memberikan dasar serta pedoman dalam
penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 4
Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.

BAB III
TERTIB TATA RUANG

Pasal 5

Setiap orang yang mendirikan bangunan baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atau memugar bangunan
gedung wajib memiliki [zin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6
Setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka

penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan
ruang.
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Pasal 7

Setiap orang yang melakukan wusaha di bidang
pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri,
perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya wajib
memiliki izin usaha dan dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan
Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
TERTIB KESEHATAN

Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang:

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek
pengobatan tradisional; dan/atau

b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-
obat tradisional dan/atau obat tradisional palsu.

(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diizinkan apabila
memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di
Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

fasilitas pelayanan kesehatan;

tempat proses belajar mengajar;

tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum;

tempat kerja; dan

tempat umum.

@eo o0 o

(3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan
mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi
tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan
produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
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Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau
tidak berlaku bagi tempat yang dipergunakan untuk
kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan
Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 11

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat/area sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk
merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang
bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 12

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat
khusus untuk merokok.

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang
berhubungan langsung dengan udara luar sehingga
udara dapat bersirkulasi dengan baik:

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan
ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/
penyediaan tempat khusus untuk merokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e berkewajiban untuk
membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan
larangan merokok.

Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau

kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f

dan huruf g berkewajiban untuk:

a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;

b. menyediakan tempat khusus untuk merokok;dan

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan
larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan
untuk merokok.
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Pasal 14

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di
tempat khusus untuk merokok yang disediakan di
tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf f dan huruf g.

BAB VI
TERTIB JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Jalan

Pasal 15

Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berlalu
lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah
Daerah.

Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan
penertiban  penggunaan jalan dan  pengaturan
pemasangan perlengkapan jalan.

Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berupa:

a. rambu lalu lintas;

b. marka jalan;

c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

d. alat penerangan jalan;

e. alat pengendali dan pengaman jalan;

f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang
cacat; dan

h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan

angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar
badan jalan.

Pasal 16

Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum,
dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Untuk melindungi pejalan kaki yang akan menyeberang
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
Daerah menyediakan tempat penyeberangan

Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa:
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a. tempat penyeberangan orang yang dilengkapi
dengan marka (zebra cross),

b. jembatan penyeberangan orang; dan/atau

c. terowongan penyeberangan orang.

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib
menggunakan tempat penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki
dan pesepeda.

Pasal 17

Setiap pemakai jasa angkutan umum dalam trayek di
jalan wajib naik atau turun di tempat pemberhentian
yang sudah ditetapkan.

Setiap angkutan umum dalam trayek dilarang berhenti
selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Setiap angkutan umum dalam trayek wajib beroperasi
pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah,
jalur becak, jalur andong/delman, jalur bebas parkir
dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu
yang rawan kemacetan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 19

Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas
umum.

Fasiltas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. depo sampah;

b. gardu listrik;

c. instalasi/jaringan air  minum, listrik  dan
telekomunikasi;

d. pos pemadam kebakaran, pos keamanan dan pos

Polisi;

jalur hijau/taman;

jalan, persimpangan dan trotoar;

sungai;

saluran air;

waduk;

embung;

St P 0



(3)

15

k. jembatan;

1. kawasan listrik tegangan tinggi;

m. tempat parkir; dan

n. terminal bus, angkutan umum dan shelter.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

a. perbuatan corat-coret atau vandalisme;

b. membuang sampah tidak pada tempat yang sudah
ditentukan;

c. penyalahgunaan seperti:

1. kegiatan pedagang asongan, mengamen, dan
aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;

2. pemasangan reklame dan atau alat promosi
lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah;

3. kegiatan  perbengkelan, kecuali  kegiatan
perbengkelan resmi di terminal;

4. pendirian gubuk, warung/kios, dan/atau
aktivitas pedagang kaki lima di tepi/badan jalan,
jembatan penyeberangan; dan

5. aset pemerintah yang disalahgunakan
fungsinya.

BAB VII
TERTIB LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL

Pasal 20

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan
ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun
dari dalam Daerah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-
tempat hiburan atau kegiatan yang menganggu
ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau
dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi
masyarakat.

Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan
peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah
dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-
tempat hiburan atau kegiatan yang dapat menggangu
pelaksanaan peribadatan.

Pasal 22

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib
melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga
setempat.
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(2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah
susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala
Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga
setempat secara periodik.

(3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada
Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga
setempat secara periodik.

Pasal 23

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di daerah
wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah
Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VIII
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah bertanggung  jawab atas
pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air,
saluran drainase dan pelestarian sumber air sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat
memelihara, menanam dan melestarikan pohon
pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber
air.

(3) Setiap orang dilarang membuang sampah di sungai,
saluran air, saluran drainase dan sumber air.

Pasal 26

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan
penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta
saluran air yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan
masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun
Warga.

BAB IX
TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib
penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.



(2)
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Program tertib penghuni bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan:

a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman
hias dan apotek hidup, warung hidup atau
tanaman produktif di halaman dan pekarangan
bangunan;

b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap
bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan
dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku;

c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;

d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan
(berm) yang ada di sekitar bangunan;

e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di
halaman dan sekitar bangunan;

f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara
melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan
bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;

g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f,
khusus untuk bangunan dan pekarangan yang
berada di sekitar lingkungan jalan protokol
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan
Agustus.

Pasal 28

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau
bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang
bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

BAB X
TERTIB SOSIAL

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan
atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri
dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan
umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah
dan kantor.

Permintaan  bantuan atau sumbangan  untuk
kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. supermarket/mall;
b. rumah makan;
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stasiun;

terminal,

stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
penyelenggaraan pameran/bazar amal;
tempat hiburan/rekreasi; dan

hotel.

S0 0 Qo

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan
pengelap mobil di jalan;

b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis,
pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil di
jalan; atau

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan
sejumlah uvang atau Dbarang kepada pengemis,
pengamen dan pengelap mobil.

Pasal 31

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan
masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan
tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 32

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau
berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan
tempat-tempat umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang:
a. menjadi penjaja seks komersial,;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa
orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
atau

c. memakai jasa penjaja seks komersial.
Pasal 33
Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau
menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk
berbuat asusila.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan
dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
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Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan
menyelenggarakan segala  bentuk  undian dengan
memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali
mendapat izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan
dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang
tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal di
tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan
peruntukannya;

b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan
meminta-minta, mendapat upah jasa pengelapan mobil
dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas

(traffic light);

c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang
menghimpun anak jalanan, pengemis, gelandangan dan
orang terlantar untuk dimanfaatkan dengan jalan
meminta-minta/mengamen untuk ditarik
penghasilannya; dan

d. gelandangan yang berkeliaran di taman kota, fasilitas
umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang
digunakan perbuatan asusila.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan
terhadap PGOT, tuna susila dan tuna wisma.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan,
pelatihan dan ketrampilan bagi PGOT, tuna susila dan
tuna wisma.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan PGOT
dan rehabilitasi bagi tuna wisma.

Pasal 39

Pemerintah = Daerah  menutup tempat-tempat yang
dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila
dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
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Pasal 40

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan
asusila, melalui penertiban:

a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala
bentuknya; dan

b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang
mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB XI
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan
tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang
telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang
menyimpang dari izin yang dimiliki.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan
permainan ketangkasan yang bersifat komersial di
lingkungan permukiman.

(4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan
permainan ketangkasan yang bersifat komersial,
hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat
izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan
merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 43

(1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang
menggunakan tanda masuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan
tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung
dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu
kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

21

BAB XII
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang,
simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun
atribut-atribut lainnya dengan cara memaku pada
pohon atau tanaman di taman kota, jalur hijau atau
penghijaun dalam kota.

Penempatan dan pemasangan lambang, simbol,
bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-
atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

Setiap orang atau badan yang menempatkan dan
memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-
umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta
membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana
dan sarana umum pada waktu berlangsungnya
penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau
pengerahan massa.

Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-
benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu
penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum
dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat
umum lainnya.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum
dilakukan Bupati, Satpol PP bersama satuan kerja
perangkat daerah terkait.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban
umum dilakukan oleh Satpol PP bersama satuan kerja
perangkat daerah terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban
umum dilakukan oleh Satpol PP bersama satuan kerja
perangkat daerah terkait.

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik
Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 48

(1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan
menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban
umum dapat melaporkan kepada petugas yang
berwenang.

(2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menindaklanjuti dan memproses secara hukum
terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau
badan.

Pasal 49

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau
memproses secara hukum atas laporan orang atau badan
sebagai dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dapat dikenakan
hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 16 ayat (5), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44,
Pasal 45 dan Pasal 46 dapat dikenakan sanksi
administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. pencabutan izin;
b. denda administrasi; atau
c. sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).

(3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan
cara:

a. pemberian teguran tertulis pertama;

b. pemberian teguran tertulis kedua disertai
pemanggilan;

c. pemberian teguran tertulis ketiga;

d. pencabutan izin.
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Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. penutupan sementara;

b. penyegelan; atau

c. pembongkaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang
untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila  pelaksanaan  kewenangan = sebagaimana

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat
(4) dan ayat (5), Pasal 23, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat
(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1),
Pasal 25 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga
puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan
Pasal 36 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2014 WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina
NIP. 19710429 199803 1 003




L.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk
menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan
Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna
terwujudnya Kabupaten Sukoharjo yang aman, adil dan sejahtera.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis
dan penting untuk memberikan motivasi dalam
menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna
mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Sukoharjo yang lebih
tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun
berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna
mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang
menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas
dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung
jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut
serta menumbuhkan dan memelihara budaya bersih tertib di
masyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan
implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan
ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.
Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini meliputi: (1) tertib tata ruang, (2) tertib
kesehatan, (3) tertib kawasan tanpa rokok, (4) tertib jalan dan fasilitas
umum, (5) tertib lingkungan tempat tinggal, (6) tertib sungai, saluran

air dan sumber air, (7) tertib penghuni bangunan, (8) tertib sosial, (9)
tertib tempat hiburan dan keramaian dan (10) tertib peran serta
masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
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Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” adalah izin
yang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu
kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang dan
bertujuan: menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan
minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif
pemanfaatan ruang; dan melindungi kepentingan umum dan
masyarakat luas. Izin pemanfaatn ruang dapat berupa: izin
penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); izin lokasi; izin
mendirikan bangunan gedung; dan/atau izin lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan
kesehatan” adalah tempat atau kawasan yang
digunakan untuk kegiatan terkait pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar”
Mengajar adalah tempat atau kawasan yang
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tempat bermain anak”
adalah tempat atau kawasan yang digunakan
untuk kegiatan bermain atau aktifitas anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” adalah
tempat atau kawasan yang digunakan untuk
kegiatan peribadatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah
kendaraan yang digunakan untuk angkutan
orang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19
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Huruf f
Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah
tempat atau kawasan yang digunakan orang guna
melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah
tempat atau kawasan yang difungsikan untuk
dan dikunjungi masyarakat secara umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “depo sampah” adalah
tempat pembuangan sampah sementara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
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Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf1
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan “hari besar nasional” adalah hari
yang ditetapkan sebagai hari yang harus diperingati sebagai
hari besar yang bersifat nasional, seperti: Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus,
Hari Pahlawan tanggal 10 November dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan adalah Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa
dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Yang dimaksud dengan “penyakit yang meresahkan masyarakat”
adalah penyakit yang menimbulkan rasa tidak nyaman kepada
orang lain yang melihatnya seperti penyakit kusta.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah anak
yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar
waktunya melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan
baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 6 tahun
sampai dengan 18 tahun.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

38

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

39

40

41

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses
dalam rangka mengembalikan kepercayaan terhadap
PGOT, tuna susila dan tuna wisma agar bisa teratasi
masalahnya, meliputi: pemulihan kembali kepercayaan
diri, mandiri serta bertanggungjawab pada diri, keluarga,
masyarakat atau lingkungan  sosialnya yang
dilaksanakan di Panti.

Yang dimaksud dengan “pemulangan” adalah upaya
mengembalikan ke rumah tinggal (domisili) asalnya
sesuai dengan dokumen yang dimiliki atau berdasarkan
informasi lainnya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
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